PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2003
TENTANG

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan
rakyat ddam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa sesual dengan tuntutan dan perkembangan dinamika masyarakat
sebagaimana dituangkan dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum diselenggarakan untuk
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta memilih Presiden dan Wakil
Presiden;
bahwa pemilihan umum perlu diselenggarakan secara lebih berkualitas
dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya dan dilaksanakan berdasarkan
asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
bahwa pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan harus
mampu menjamin prinsip keterwakilan, akuntabilitas, dan legitimasi;
bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang
Pemilihan Umum, sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan perkembangan
dinamika masyarakat, karenaitu perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, huruf ¢, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk undang-undang
tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
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1. Pasa 1ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal
19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E, dan Pasal
27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran
Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4251);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan umum vyang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana
pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi,, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota selanjutnya secara berturut-turut disebut DPR, DPD,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/K ota.

3. Komisi ...
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Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga
yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, untuk menyelenggarakan
Pemilu.
Komis Pemilihan Umum Provins dan Komis Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Provins dan KPU
Kabupaten/K ota adalah pelaksana Pemilu di provins dan kabupaten/kota
yang merupakan bagian dari KPU.
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Luar Negeri, Panitia
Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri selanjutnya
disebut PPK, PPLN, PPS, KPPS, dan KPPSLN.
Pengawas Pemilu adalah Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas
Pemilu Provinsi, Panita Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia
Pengawas Pemilu Kecamatan yang melakukan pengawasan terhadap
seluruh proses penyel enggaraan Pemilu.
Penduduk adalah warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di
wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri.
Pemilih adalah penduduk yang berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh
belas) tahun atau sudah/pernah kawin.
Peserta Pemilu adalah partai politik dan perseorangan calon anggota DPD.
Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenunhi
persyaratan sebagai peserta Pemilu.
Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu dan/atau calon anggota
DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/K ota untuk meyakinkan para
pemilih dengan menawarkan program-programnya.
Tempat Pemungutan Suara dan Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri
yang selanjutnya disebut TPS dan TPSLN adalah tempat pemilih
memberikan suara pada hari pemungutan suara.
Bilangan Pembagi Pemilihan yang selanjutnya disingkat dengan BPP
adalah bilangan yang diperoleh dari hasil pembagian jumlah suara sah
dengan jumlah kursi di daerah pemilihan untuk menentukan jumlah
perolehan kursi partai politik peserta Pemilu dan terpilihnya anggota DPR,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/K ota.

14. Tahapan ...
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Tahapan penyelenggaraan Pemilu adalah rangkaian kegiatan Pemilu yang
dimulai dari pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta Pemilu, penetapan
peserta Pemilu, penetapan jumlah kursi, pencalonan anggota DPR, DPD,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, kampanye, pemungutan dan
penghitungan suara, penetapan hasil Pemilu, sampai dengan pengucapan
sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/K ota.

Pasal 2

Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,
dan adil.

Pasal 3

Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provins,
dan DPRD Kabupaten/K ota.

Pasal 4

Pemilu dilaksanakan setigp 5 (Ilima) tahun sekali pada hari libur atau hari yang
diliburkan.
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Pasal 5
Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten /K ota adalah partai politik.
Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.

Pasal 6
Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/K ota dilaksanakan dengan sistem proporsional dengan daftar
calon terbuka.
Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik
berwakil banyak.
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BAB Il
PESERTA PEMILIHAN UMUM
Bagian Pertama
Peserta Pemilihan Umum dari Parta Politik

Pasal 7

Partal Politik dapat menjadi peserta Pemilu apabila memenuhi syarat:

a. diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun
2002 tentang Partai Politik;

b. memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua pertiga)
dari seluruh jumlah provinsi;

c. memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua pertiga)
dari jumlah kabupaten/kota di provins sebagaimana dimaksud dalam
huruf b;

d. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau
sekurang-kurangnya 1/1000 (seperseribu) dari jumlah penduduk pada
setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud dalam huruf
¢ yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota partai politik;

e. pengurus sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf ¢ harus
mempunyai kantor tetap;

f.  mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU.

Partai politik yang telah terdaftar, tetapi tidak memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menjadi peserta Pemilu.

KPU menetapkan tata cara penelitian dan melaksanakan penelitian

keabsahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penetapan tata cara penelitian, pelaksanaan penelitian, dan penetapan

keabsahan kelengkapan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh KPU dan bersifat final.

Pasal 8

Dalam mengaukan nama dan tanda gambar parta politik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, partai politik dilarang menggunakan

nama dan tanda gambar yang sama dengan:

a. bendera...



